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KEPUTUSAI| GI'BERI|UN TUsA TEI|GGANA TTTITR
IYOUOR z \7o IllE;ilHK.I?o2o

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
I$BUPATEN NGADA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

DAN RANCANGAN PERATURAI-I DAERAH KABUPATEN NGADA TENTANG
RETRIB USI PENGENDALIAN M ENARA TELEKO M UNT KA SI

GIIBERISITR MSA TEI{ccAna TruuR,
Uenlmbrng : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 245 ayat {3} Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2D1+ tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Penrbahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan Perda
Kabupaten/Kota yang mengatur tentarrg RPJPD, RPJMD,
APBD, Perubahan APB D, Pertanggungiawaban Pelaksanaan
APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang
Daerah harus mendapat Evaluasi Cubernur sebagai wakil
Pemerintah l\rsat sebelum ditetapkan oleh
Bupati/Walikota;

b. bahwa Tim Evaluasi Provinsi telah rnelakukan Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Ngada tentang Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimarla dimaksud
dalam huruf a dan hurt f b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah l(abupaten Ngada tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan Hewan dan Rancangan Peratrrran Daerah
Kabupaten Ngada tentang Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi;

tcrylngat : 1. Undang-Undang Nomor ffi Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan
I*mbara:r Negara Republik Indonesia Nomor l6a9l;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOg Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049h

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Flegara Repubtik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tastbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 55871 sebagaimana telah
diubah bebcrap'a kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pernerintahan Daerah {lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan l.cmbaran
Negara Republik lndonesia Nomor 56791; np



4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OL7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan PenYelenggaraan

5.

pemerintahan Daerah fLcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2aI7 Nomor 73, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6oa1h

pera.furan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O TahUn 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (B€rita

xegarJ Republik Indonesia Tahun 2ol5 Nomor 2036)

sef,agairnana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Neg; Nomor 12O Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

Peratrrran Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tatrun 2015

tentang Pembentukan Produt< Hukum Daerah (Berita

ft"g*in"publik trndonesia Tahun 2u-18 Nomor l57l;

Peraturan Menteri Datam Ncgeri Nomor 105 Tahun 2OL6

tentang Evaluasi Rancangan P-eraturan Daerah tentang

it;i"k baerah dan Rancangan peraturan Daerah tentang

RetribusiDaerah(BeritaNegaraRepubliklndonesiaTahun
2A16 Nomor 2O8Ol;

Surat Menteri Dalam Negeri Republik- lndonesia Nomor :

g74122g2/s., tanggat q lli"t"t ZriZO Hal Penyanpaian Hasil

Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada

tentang Retribusi Daerah;

T.EffIITUEITAI| :

HasilEvaluasiRancangarrPeraturanDaerahKabupaten
Ngada tentang Retribusf Pelayanan Kesehatan Hewarr dan

Rancangan peraturarr Daerah Itabupatgl fsaaa tentang

Reribu si Pengendalian Menara Telekomunikasi'

Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU adalatr sebegaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini.

Bupati bersama DPRD segera melalmkan penyempurnaan

terhadap Rancangan P"111y31 o::i*,*, sebagaimana

di;aksud dalam Diktum KESATU Keputusan rnr-

Bupati mengajukan pennohonan Nomor Register Peraturan

Daerah kepaAa Cuf,u*ttt setelah Bupati bersama DPRD

melakukan pt"y**p**aan terhadap Rancangan Peraturan

Daerah "eUtg"i;;" 
dimaksud dalam Diktum IGSATU

Keputusan *i. 79

6.

tempcrhatitsn :

feletrPkrn :

T(ESATTI :

ffDDUA !

KETIGA :

IGEIPAT :
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Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil
evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan
Bupati menetapkan Rancangan Peratura.n Daerah tersebut
menjadi Peratulan Daerah, Peraturan Daerah ters€but
dinyata}an tidak sah secara prosedural.
Kepuhrsan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 ATri t 2020

p.n. GUBERNUR NUSA TBNGGARA TIMUR

I

Ternbusan:
l. Meneri Dalara Ncaeri kpublik lndffclis di Jskartr;
2. Cubcrnur tful| Tenggarn Timur di Kupang (rcbagal bporan|;
3. ltutur DPRD P'D|rinri Nuc. Tanggs'| Tleur di t(upenlc{. Vakil Oubcmur Nusa TcnSgqra Tfuaur di Kupana (scbagii lsporanl,s. Eufffi grdr di Bajswd;
6- Ketua DPRD lhbupatcn Ngada di Bajawa;
7, Dirjen, Bina Xouangen Daerah lGrn€rteriran DataD NeSert RI di Jsf(arrs, \

AMA
NIP. 19620524 198903 l0t4



LAilPINATT : KEPUTUSAIT GUBERIYT,R IYUSA TEI|GGARA TIilT'RrroroR r 130 /KEplHK lzaza
TATTGGAL: 3 fl?rr; 2oAO

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERN{KABUPATEN NCADA TENTANG RETRIBUSI PELAYATETTT XESEHATETT 
!9W-A]T,DAN RANCANGAN PERATUMN DAEMHKABUPATEN NGADA TEMANG RErRrBUsr pENGEnoaueN rrapr,rni,c, i;i-eioi,r-uir"ulsr

No. Judul Rnaeanscn Perde Fqnurqr Fancenlnn perdl
IIqsil E\rrluast,t 2 Ket.3

l. Retribusi Pelayanan
Kesehatan Hewan.

- --- + 

-
5Kancangan peraturan Daerah Kabupaten fVgaAa

tentaflg Retribusi pelayanan Kesehatan Hewan
direkomendaaikan unfirk tidak aitinaakfaniutil
mengingat Retribusi pelayanan Kesehatan H"*;
tidak termasuk dalam Undang-Undang Nomor 2gTatrun 2OO9 tentang pajak Dierah dai Retribusi
Daerah,

Retribusi n"tayanan
Kesehatan Hewan Udak
g-esgal dengan Undang-
Undang Nomor 2g
Tahun 2OOg tentang
Pajak Daerah dan
Retqbirs! Qa.erah.



tludul Rrncrnge!
Farde

Rumulan Rancaajln Perda

Retribusi Menara Telekomunikasi.

Menirnbang:
bahwa untuk rnelalcsanakan ketentuan pasal 156 ayat (1) undang-undang
Nomor 28 Tahun 2o0g tentang Pajak Daeratr dan Retribusi Daer;h, perlu
membentuk Peraturan Daeratr tentang Retribusi Pengendalizur t"t"tt"rtd-t -t- - i.

Tahun 2o15 Nornor 58, Tambahan Lembaran rue{ara Republik indonesia fNomor 56791; x

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

?. undang-undang Nomor 69 Tahun l9s8 tentang pembentukan Daerah-
daerah ringkat II dalam wilayarr Daerah-daeratr tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat fan wusa lenggara Timur (L^embaran Negara 

'trl*gar*

Republik Indonesia Tatrun lgsS Nomor 122, Tambahan lrmb_aran NeIara
Republik Indonesia Nomor 1655);

3. undang-undang Nomor 28 Tahun 2oog tentang pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2oa9 Nomor 13o, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

+. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentarig Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali teraktrir dengan undang-undang No-mor 9 Tahun
?915 tengtang Perubahan Kedua Atas undans-undaflg Nomor 23 Tahun
?Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik indonesia

Frnluert
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalap Peraturan Daerah rni yang dimaksud derrgan:
1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah l{abupaten Ngada.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
+. Telekomunikasr adalah setiap pemaficaran, pengirinan dan/atau

penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, ieyarat, tulisan,
gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem
elektromagnetik lainnya.

5. Penyelengg€rraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan
telekornunikasi sehingga rnemungkinkan terselenggaranya tetekomunikasi.

6. Menara Telekornunikasi adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum
yang di4irikan di atas tanatr, atau bangunan yang merupakan satu kesattran
konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan
umum yang stmktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh
berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi,
desain dan konstruksinya disesuaikarr sebagai sarana penunjang
rnenempatkan perangkat telekomunikasi"

7. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas pelayenan yang disediakag atau
diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan ire manfaatan
umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan,

L Retribusi pengendalian menara telekomunikasi, yang setanjutnya disebut
retribusi adalah pungutan yarig dikenakan atas penyelenggaraan
pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan ruang yang diberiftan oleh
Pemerintah Daeratr untuk m€nara telekomunikasi.

9. Wqiib Retribusi adslah orang pribadi atau badan yang menurut p€raturan
perundsng-undangan retribusi diwajibkan unhrk melalnrkan pembayaran
retribusi.

LO. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah
surat ketetapan retribusi yang menenhrksn besarnya jumlatr pokok retribusi
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I 1. Surat Ketetapan Retribusi Daerah trbih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKRDLB adalatr surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena juurlah lcedit retribusi lebih besar
daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak temtang.

12. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalsh
surat untuk rnelalrukan tagihan retribusi dan/atau sanksi adnr,inistrasi
berupa bunga dan/atau dcnda.

13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghirnpurn dan mengolah data,
keterengan, dan/atau bulrti yarg dilaksanakan secara objelctif dan
profesional bcrdasarka.n suatu etandar pemeriksaan untuk mcnguji
kepatuhan pernenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tduan lain
d"Il- rangka melaksanakar: ketentuErn peraturah perundang-undang yang
berlaku.

14. Pejabat adalatr pegawai yang diberi tugas tertentu fi hidang retribusi daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Lembaga Teknis Daerah,
dan Kecamatan.

15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yarig merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usatra maupun yang tidak melalnrkan
usaha lang meliputi perses6an terbatas, perseroan koilanditer, pers€roan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara {BUMN), atau Badan Usaha Miiik Daerah
(BUMD) dengarr narna dan dalam bentuk apapun, lirma, kongsi, koperasi,
dana pensiun, perselmtuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masga,
organrisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usatra tetap.

16. Fenyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilalarkan oleh Penyidik
untuk mencari serta mengumpulkan bulcti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta
menemukan tersan
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BAB II

KETENTUAN RETRIBUSI
Baglan Kesatu

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi,
dipungut retribusi atas pelayanan pengawassn dan pengendalian
menara. telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah.

(I| objek Retribusi adalah peroanfaatan ruareg untuk merrara
telekomunikasi _ dengan mernperhatikan aspek tata ruang,
kea-manan, dan kepentingan umum.

{2} Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(l) adalah menara telekomunikasi untuk kepentingan pertahanan
keamanan dan bencana alam yang diselenggarakan oleh pemerintah,
Eglqerintah Provinsi, atau Pemerintah Daeratr.

subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yalrg memperoleh
pelayqnan pe*sep*dalian atau pengawas+n Me.nqrg Telikomunikasi.

Golongan Retribusi

pasal s
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi termasuk golongan
Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga
Masa Retribusi Teruta.ng

pasal 6
tl) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lananya I (satu) tahun.
{2} Retribusi rerutang dalam masa retribusi terjadi pada saat

dibe4q!1qkg4nyq-sKRD atau dokr"rmen lain yans dinereamakan _

_1



_ Bagran Keempat
Cara Mengukur Tingkat Fenggunaan J,asa

pasal T
(1) Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan jumlahkunjungan dalarn- ratlgkl pengawasafl d"'' p;;t;ndalian itJ;;Telekomunikasi selama I (satu) iahun.
(2) Jumlah kuqiungan sebagaimana dirnaksud pada ayat (r) ditetapkan
_sebaEryak 2 (dual kali dalqm llsatu) tahun.

Bagian

t1)
{2}

Peninj auan Tarif Retribu si

Tarir Retribusi diri-r'au r"-u$"i*iil iama 3 {tiga} tahun sekari,Feninjauan tarif Retribusi sebagairnana aiiai<JuJ paaa *y.t (r)dilakukan dengan rnlmperhatikan inJit^s, harga danperkemban gan perekonomian.
(3) Peninjauan Tarif Retribrrsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Ciglr1q dalalqleraturan Bupati.

Retribusi

pasal g
(1) Prinsip dan sasaran d"rrq penetapan tarif retribusi ditetapkanuntuk menutu.p sebagia' biaya penyediaan jasa pengawasan danpengendalian menara telekomunikasi.
(2) Biaya penyediaan jasa sebagaimaria dimaksud pada ayat (l) melinuti

:*1'f--f:.:Sng_g-T"*Tunqk-*"t"piiil;;-;T;;yang berkaitan rangsung dengan kegiatan i*rgr*.""o danpenEendaliatr Menara Telckomuni lrn ni

Bagran Kelima %
Prinsip yarrg Dianut dalam penetapan struktur dan Besarnya Tarif

Stmktur dan besaran tarif retribUsi tercantum dalam Larnpiran
menrnoLo* L^Ei6- i'^L- r:l-l- 4--t- r r
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Bagan KedelaPart
Wilayah Pemungutan

Pasal 11

Retribusi yans tgrhg

Bagan Kesembilart
Tata Cara Pemungutan, Angguran dan Penundaan Pemrbayaran

Paragraf 1

Tata Cara Pemungutan

Pasal 12
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
Retribusi siUagai*ana aimat<sud pada ayat (1) dibayar secara

tunai di Kas Umum Daeratr.
Pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang sah

dan dicatat dalam burku penerimaan.
Dalan hal wqiib retribusi tertentu tidak mernbayar tepat padS

*"t t ttty. atati kuralg mernbayar, dikenakal sanksi ad'ministratif
bempa-bunga sebesar-2% (dua persen) setiap bglan-.dari retribusi
yarrgterutang yang tidak atau lnrrang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.
Keteiltuarr lebih lanjut mengenai tata cara Pemungutan retribusi

dengan Pasal I
UU No. 2812Oa9.

Paragraf 2
Angsuran dan Penundaan Pembayaran

hrrl 13

{U Pcrnba;rarea rotttburl dtlrLulaa dcngrn cara dlrnglur ltru
arrn6Loo Ft11ldmr drbm aatlr 6ate rctrlbur'l.

l2l Pcaunderrl pcmbrprin drn angruA"-:?b"qf-enr dlneLrudI I 
p.C" 

"y"t tti 
dtbLilra dntrn Urt tcdeaf headeen kebar.

t3l itctonio"t icblb laqlut ncngcnel ratrrra! dtrn pcau11dern
pcmbe5rana dtahrr dsfrn Pereturaa Btrpett'

...r-.:. 1 | ;

Tetap.

Tetap.

(U
(21

(3)

(4)

(s)

Dihapus.
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Bagien Kerepuluh
Tata Cara Penagihan Retribuei

pasal 14
(1) Retribusi yang tidak atau kurang dibayar seblgeimana dimaksud

dalaru pasal 12 ayat {4} ditagih dengan menggunekan STRD.
(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat {l)

didahului dengen surat teguran.
(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2f dikeluarkan oleh

Pejabat.
(4) Ketentuan lcbih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitExr

Bagian Kesebelas
Keberatan

Paeal 15
Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati
atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD.
Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayBt (l) diajukan secara
teftulis dalam bal.asa Indonesia dcngan dis€rtai alasan-alasan
yang jelae.

{3} Keberatan harus diajukan dalam jangka walrtu pating lama 3 {tiga)
bulan sej ak tangga-l SKRD diterbitkan, kecuali jika w4lib retribusi
dapat menunjulckan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi
ktena keadaan di luar: kekuasaannya.

(41 Pengajraan keberatan tidak menunda kew4iban membayar
retribusr dan pelaksanaan penagihan retribusi.

(51 Tata cara pegajuan keberatan diatur d€lan Peraturan Bupati.

{l}

pl
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Pasal 16
Bupati dala:n jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan s€jat(
tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas
keberatan ya.rrg diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan
Keberatan.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
memberikan kepastian hulirum bagi wajib retribusi"
Keputusarr Bupati atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya
retribusi yang terhutang,
Apabila jangka wdctu sebagaimana dimaksud pa.da ayat (l| telah
lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang
diajukan teraehut diancgap dikebutrkan.

iretap.
{1}

tsl

(31

{4}

Pasal 17
(U Jika pengaduan keberatan dikabulkarr sebagian atau seluruhnya,

kelebihan pembayaran retribusi dikennbalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 20lo (dua persen) sebulacl untuk paling lama
12 {dua beias} bulan.

l2l Imbalan bunga sebageimana dimaksud pada ayat (1) dihitung s€,jak

Bagtan Keduabelas
Tata Cara Pembetularr, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi

Administrasi sertaPengurangan atau Pembatalan Ketetapan Retribusi

pasql 18
(1f Wqiib retribusi dapat mengajukarr permohonan pernbetulan SKRD

dan STRD yang dalaan penerbitalnya terdapat kesalahan tulis,
kesslatran hitung dan/atau kekeliman dalam penerapan perahrran
perundang-undangan tentang retribusi daerah.

(2) Wadib retribusi dapat mengajukan permohonan p€ngurangan atau
penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan
retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena
kekhitafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.

{3} Wajib retribusi dapat meng4iukan permohonan pengurangen atau



{4} Permohonan pembetulan sgfoqgaimana dimaksud pada ayat (l)'
pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagainana
dimaksud pada ayat (2) serta Pengurangan atau pembatalan
ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat {3}, harus
disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada tsupati atau
pejabat paling larna 3O (tiga puluhl hari sejak tanggal diterimanya
SKRD darr STRD dengan memberikan alasan yang jelas untuk
mendukun g permohonannya.
Kepufusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat paling lama 3 (tiga] bulan
sejak surat permohonan diterima"
Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5), Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, tnaka
permohonan pembetularr, pengurangan ketetapan, penghapusan
atsu pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap
dikabulkan

{s}

{61

Bagian Ketigahelas
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 19
Atas kelebihan pernbayaran retribusi, wajib retribusi dapat
mengajukan permohonan pengernbalian kepada Bupati'
Bupati dalam jangka walfir paling larna 6 (enam) bulan, sejai(
diterimarrya permohonan pengembalian eebagaimana dimaksud
pada ayat (1), harus mernberikan keputusan.
Apabila jangka waktu sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) telah
terlanparri dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan,
permohonan pengembalian kelebihan pembayara:rr retribuei
dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu
paling lama 1 (saftr) bulan,
Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi, kelebihart
penabayaran retribusi lainnya s6bqgaimana dimaksud pada ayat (l)
langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utatlg
retribusi tersebut.

{U

tzl

l3l

{4}

Tetap.

l0



(5) Pengembalian kelebihan pemuffian Rffi
dirnaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka wakttr paling liaraa
2 (dua) bulan sejak diterbitlcan SKRDLB,

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan
setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejalc diterbitkannya SKRDLB,
Bupati memberikan imbalan bunga 2olo (dua persen) sebulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

(7t Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur

Bagian Keempatbelas
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Retribusi

Pasal 2O
(1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan

pembebasan Retribusi.
(21 Pengurangan, keringansn dan pernbebasan retribusi sebagaimarra

diatur pada ayat (t) diberikan dengan memperhatikan kemampuan
wqjib Retribusi.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi

Kedaluwarsa Penagihan

pasal 21
{1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa

setelah melampaui jangka waktu 3 {tiga) tahun terhitung sejak saat
teruta.ngnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan
tindak pidana di bidang retribusi.

{tl Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) tertangguh apabila:
a. diterbitkan surat teguran; dan/atau
b. ada perrgakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsurrg

maupun tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada

ayat (2f huruf a, kedaluwarsa pena$ihan dihihrng sejalc tanggal



{u

(21

{3}

Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan keeadarannya
menyatakan masih mernpunyai utang retribusi dan belum
melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(51 Pengakuan utang retribusi s€cara tidak langsung sebegaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan
perurohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan

keberatan oleh retribusi.
Bagian Keenambelas

Pengfiapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa

Pasal 22
Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagifr l,'gi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang
sudah kedaluwatsa sebagaimana dimaksud pada ayat {1).
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang
retribusi sudah kedaluwarsa diatur Peraturan Bupati

Baglnn Ketqjuhbelam
Fernerikssan Retribu si

Fnsat ?3
(Il Bupati benrrenang melaktrkan pemeriksaan atas wajib retribusi

untuk menguji kepanrharr pemenuhan kewajiban retribusi dalam
rangka melaksanakan peraturam daerah ini.

{2} Wajib retribusi yang diperikea wajib:
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,

clokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang
berhubungan dengarr objek retribusi yang terutang;

b, mernberikarn kesernpatan untuk memasulti tempat atau nrangan
yang dianggap perlu dan memberi bentuan guna kelancaran
pemeriksaani dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

3l Ketentuan lebih lar{ut mengenai tats cara pemeriksaan retribusi
diatur dalam Peraturan Bupati.

12
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BAB III

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

pasal 24
(1) Bupati berwenang melalflrkan pengawasran dan pengendalian

terhadap lvtenara telekomunikasi
12) Dalam rangka penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim
_Pengawaqgg-dgn lgltge4dqlian-Menar4 Tglgkomunikasi.

Tetap.

BAB TV

KETENTUAN PEIVYIDII(AI.{

Pasal 25

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus seba.gai penyidik untuk
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpqiakan
daerah, eebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang
Hukum Acara Pidana.
Penyidik sebagaimana dimakeud pada ayat (f ) adalah pejabat
pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pernerintah daerah
Iang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang penyidik scbagairnana dimaksud pada ayat (l)
adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti
keterarrganr atau laporan berkenaen dengan tindak pidana
di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan
tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan
yang dil,akukan sehubungan dengan tindak pidana

____-pe rpei Rhqg*dfl Frah t"eryeb_Ut;

(1)

(?)

{3}

Tetap.

r3



c. meminta keterangan dan
atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidangr

Hubftl Acrqa Pidana.

perpajakan daerah;
d- merneriksa buku, cata.tan, dan dokumen lain berkenaan

dengan tindak pidana di bidang perpajekan daerah;e. melakukan penggeledahan untut -rnend.apatkan 
bahanbukti pembukuan, p€ncatatan, dan dokuhen lain, serta

- melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.f. meminta bantuan. tenaga ahli dalam rangka tugaspenyidikan tindak pidana di bidang perpajaka.r taerah;" -

g- men5ruruh berhenti dan/atau - milarang seseorang
meninggalkan ruangam atau ternpat - pada 

""aIpemeriksaan sedang berlangsung dan mlrne.ilisa identitas
_ orarrg, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;h. memotret seseorang yang berkaitan dingan tindak pidana

perpqjakan daerah;
i. mema,nggil orang untuk didengar keterangannya da'diperiksa sebagai tersangka atau saksi;i. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. rnelakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaranpenyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah

dengan ketentuan peraturan perundangl rr*a*., g*rr,
Penyidik sebagaima.na dimaksrrd pada ayat (llmemberitahukan dimulainya penyidikan dan menyarnpaikanhasil perryidikannya kepada penuntut umum rrelaluiPenyidik Pejabat polisi Negara Repubtik lrrdonesia, 

"."r*idengan ketentuan yang diatur -dalam 
Undang-Undang

l4
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BAB V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26
(1) Wajib retribusi Yang tidak rnelaksanakan karajibannya membayar

retribusi sebagpimala .limaksud datarn Pasal 3 sehingga merugikan
keuangan daerah diancan pidana kunrngan paling lama 3 (tiga)

bulan -atau pidana denda pating banyak 3 (tiga) kaii jumlah retribusi
terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) T,ind.ak-iiaana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.

{3) Dendi sebagairnana dimaksud pada ayat (l} merupakan nrenerimaan
n€gara.

Tetap.

BAB
KETENTUA}'I PENUTI.JIP

Pasal 27
Ketentuan lebih lanjut sebagai peraturan pelaksanaan atas Peraturan
Daeratr ini diitetapkan pal.ing lama 3 (tiga) bulan sejak diundangftannya
Peraturan Daerah ini.

Tetap.

Pasal 28
Feraflrran Daerah ini rnulai berlaku pada tarrggal diundangfuan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintafikan pengundangan
drahrran naerah ini dengarr penempatannya dalam lembaran Daerah
Kabupaten Ngada.

Tetap.

f, TENGGARA TIMUR
DAERAHtg

A UTAMA
198903 1014
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